BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perbedaan pengakuan bersalah pada masing-masing pasal tersebut dalam
mempengaruhi alur dan tahapan peradilan pidana bahwa pengaturan pengakuan
bersalah terhadap terdakwa dalam proses peradilan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pasal 78, pasal 205, dan pasal 234 yang
menitik beratkan keadilan sosial yang restoratif. Adapun konsep pengakuan
bersalah adalah tawar menawar dengan pemenuhan persyaratan dimana apabila
sepakat, terdakwa mendapatkan keringanan hukuman dengan asas sederhana,
cepat dan biaya ringan, namun didalam pelaksanaannya harus didasari
keseukarelaan dari terdakwa artinya tanpa paksaan, ancaman dan intimidasi
dengan transparansi pada proses negoisasi dan pengawasan ketat untuk menjaga
hak-hak konstitusi terdakwa. Pengakuan Bersalah Tahap Penuntutan (Pasal 78)
merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar sebelum pelimpahan pokok
perkara. Selanjutnya Pengakuan Bersalah Tahap Persidangan (Pasal 205)
merupakan mekanisme atau alternatif penyelesaian ketika upaya perdamaian
(Keadilan Restoratif) tidak mencapai kesepakatan. Pengakuan Bersalah Setelah
Pembacaan Dakwaan di Persidangan (Pasal 234) untuk tindak pidana dengan
ancaman pidana di atas lima tahun hingga tujuh tahun, yang memungkinkan

kemudahan bagi terdakwa yang kooperatif.
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Implikasi yuridis atas pengakuan bersalah terhadap hak bagi terdakwa
mendapatkan keringanan hukuman sebagai imbalan atas pengakuan dan sikap
kooperatifnya, hak mendapatkan pendampingan advokat, hak mengetahui
dakwaan dengan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan serta memahami
konsekuensi hukum dari pengakuan bersalahnya, hak memberikan keterangan
secara bebas dalam arti tanpa adanya tekanan, paksaan serta ancaman, hak
menarik kembali pengakuannya sebelum putusan dijatuhkan atau karena adanya
ketidakadilan. Kewajiban terdakwa melaksanakan semua isi perjanjian atas

kesepakatan yang telah ditanda tangani dan menjalani putusan hakim.

B. SARAN

1. Dikarenakan penempatan pasal-pasal pengaturan pengakuan bersalah ada
dibeberapa bab, peneliti menyarankan agar perlunya penelaahan dengan
penafsiran yang tepat.

2. Dikarenakan pengaturan pengakuan bersalah diatur di KUHAP yang baru
digunakan sejak Januari 2026 maka peneliti menyarankan perlunya
pendidikan khusus Aparat Penegak Hukum diberikan sarana dan prasarana
pendidikan khusus guna mendapatkan pemahaman dan tafsir pasal demi
pasal di dalam KUHAP Baru.

3. Dikarenakan penempatan pasal-pasal tentang pengakuan bersalah dan
masing-masing pasal pengaturannya memiliki konsekuensi hukum yang
berbeda perlu didukung peraturan pelaksanaan teknis penerapan pasal-

pasal tersebut.
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